
BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NO MOR 31 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 

TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA 

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

a. bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 telah

berdampak secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat

sehingga berdampak pula terhadap pendapatan asli daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penurunan capaian target

pendapatan asli daerah dalam masa pandemi Corona Virus

Disease 2019, Peraturan Bupati Blitar Nomor 22 Tahun 2021

tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021

perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Sementara

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
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Kabupaten da1am Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalarn Lingkungan Propinsj 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 1965 

Norn.or 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesja 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah

diubah dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l.embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);



- 4 -

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2006

tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3/ A);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7 /B) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar

Nomor 1 Tahun 201 7 ten tang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 ten tang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2017 Nomor 1 / C, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 20);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2012

tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2013 Nomor 7 /B) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Blitar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 5/B);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Ka bu paten Blitar Tahun 201 7 Nomor 7 / E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 25); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2017 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 21) sebagairnana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 7 /B,

Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 261-7 /2020);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 2/C, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 28);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2019

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 4 / C, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 44);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar 

Tahun 2021 Nomor 8/A); 

25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Pedoman Teknis Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar (Berita

Daerah Kabupaten BlitarTahun 2013 Nomor 19/E);

26.Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 70/D);

27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 ten tang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2021 Nomor 5 / A) sebagaimana telah diubah beberapa
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kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 16 

Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 88/ A); 

28. Peraturan Bupati Blitar Nomor 89 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 (Berita

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 89 / A);

29. Peraturan Bupati Blitar Nomor 22 Tahun 2021 ten tang

Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 22/E).

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 

TENTANG PENETAPAN AWKASI SEMENTARA BAGI HASIL 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 22 /E) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kepada Desa didasarkan pada 20% (dua puluh

perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi

dikecualikan dari Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan sebesar

10% (sepuluh perseratus) dengan perincian:

a. Desa yang memiliki potensi memperoleh (20% x 40%) dari

potensinya; dan

b. Desa yang memiliki potensi dan Desa yang tidak memiliki

potensi menerima (20% x 60%) dari rencana perolehan dibagi

rata ke semua desa.

(2) Rincian Penerimaan Perubahan Alokasi Sementara Bagi Hasil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun

Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum



- 7 -

dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati 

lill. 

(3) Rekapitulasi Penerimaan Perubahan Alokasi Sementara Bagi

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun

Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 13 J1-1.li 2021 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 13 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR 

IZUL MAROM 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR: 30/:S 

ttd






















































































